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ABSTRAK

ANALISISMOTIF KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
(Studi pada Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)

Oleh:

IRANDA PUTRI

Menuju pemilihan Gubernur (pilgub) Lampung 2018, Partai NasDem, PKS dan
Hanura berkoalis mendukung Mustafa — Ahmad Jazuli. Koalis ini terutama
terjalin dikarenakan adanya syarat minimum jumlah kursi legislatif atau suara sah
dari partai politik dan gabungan partai politik yang digukan daam undang-
undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah motif koalisi
partai politik dalam menghadapi pilgub Lampung tahun 2018. Tipe pendlitian ini
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader partai
NasDem, PKS dan Hanura, pengamat politik dan wartawan senior sebagai
narasumber. Koalisi yang seharusnyaterjadi adalah koalisi yang sifatnyaideologis
namun saat ini hampir semua koalis sifatnya pragmatis. Hasil penelitian ini
adalah koadlis antara NasDem, PKS dan Hanura sifatnya pragmatis dengan
mengedepankan kepentingan masing-masing partai seperti pemenuhan kebutuhan
untuk mencukupi syarat yang digukan undang-undang, menghasilkan calon
kepala daerah yang mumpuni, memiliki peluang kemenangan tinggi baik untuk
pilgub 2018 maupun pemilu 2019. Bentuk pragmatisme dari koalisi ini yaitu
NasDem menempatkan kadernya sebagai calon gubernur, PKS menempatkan
kadernya sebagai calon wakil gubernur dan Hanura mendapat kesempatan penuh
untuk berkampanye meningkatkan eksistens internal partai dan juga menyalurkan
program-program partainya dalam koalisi ini.

Kata kunci: Pilgub Lampung, Partai Politik, Pragmatisme.



ABSTRACT

ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES’S COALITION MOTIVES FOR
FACING LAMPUNG’S GOVERNOR ELECTION IN 2018
(Case Study on Coalition between NasDem, PK S and Hanura of Lampung
Province)

By:

IRANDA PUTRI

Facing Lampung’s governoor election in 2018, NasDem, PKS and Hanura
coalition support Mustafa - Ahmad Jazuli. This coalition is primarily intertwined
due to the minimum requirement of the number of legidative seats or the lega
votes of the political parties and the coalition of political parties proposed in the
law. The purpose of this research is to find out whether the political party
coalition motive in facing Lampung’s governoor election in 2018. This research
type is descriptive with qualitative approach by involving cadre of NasDem, PKS
and Hanura, political observer and senior journalist as intervewees. The coalition
should be based on ideology but right now almost all of coalition based on
pragmatism. The result of this research is a coalition between NasDem, PKS and
Hanura is pragmatic by prioritizing the political interests or party of each party
such as fulfillment of requirement to fulfill requirement of law, yielding candidate
of head of region which have qualified, have a high chance of winning good for
Lampung’s governoor election in 2018 as well as the 2019 election. The
pragmatism form of this coalition is that NasDem puts its cadre as a candidate for
governor, the PKS places its cadre as a vice-governor candidate and Hanura gets
full opportunity to campaign to improve the party's internal existence and also
showed its party programsin this coalition.

Keywords. Lampung’s Governoor Election, Party Politics, Pragmatism.
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I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sistem pemilhan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) merupakan
perjalanan politik yang panjang dan diwarnai tarik menarik antara kepentingan
elit politik serta kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan
antara kepentingan nasional dan internasional (Suharizal dalam Susilawan dkk
dalam Jurnal Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Dalam Sstem Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2015).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) langsung
sebagal bentuk amanat normatif atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
secara demokratis dan partisipatif, telah diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Melalui Undang-undang di atas menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala
daerah yang juga mulai diwarnai dengan keberadaan bendera partai politik

yang berbeda-beda sebagai imbas dari adanya demokrasi.



Demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan. Partai-partai  politik
memainkan peranan penting dalam proses perwakilan. Keberadaan partal
politik dalam era demokrasi modern menandakan bahwa partai-partai politik
telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik, baik yang otoriter atau

yang demokratis sekalipun.

Meskipun fungsi partai politik tidak selalu konstan dan cenderung mengalami

transformasi, tetapi dalam fenomena politik yaitu pemilihan umum, partai

politik tetap menjalankan beberapa dari keseluruhan fungsinya seperti;

1. Aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam
pemilu (Hazan dan Gideon, 2010: 168);

2. Pelatihan elit (Pamungkas, 2011:17);

3. Mengartikulasikan kepentingan politik. (Daton dan Wattenberg, 2005:5).

Syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan calon dalam pemilihan umum
telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota telah disebutkan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan
calon jikatelah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah
yang bersangkutan.”



Syarat pemenuhan jumlah suara sah partai politik dan jumlah kursi di parlemen
sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10
Tahun 2016 tidak seluruhnya terpenuhi oleh partai-partai politik yang ada.
Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) satu-satunya partai yang
memenuhi salah satu syarat yang digjukan undang-undang. PDIP memiliki
jumlah suara sah sebanyak 26.84% dan 17 kursi parlemen dari total
keseluruhan 85 kursi, itu berarti PDIP telah memenuhi syarat jumlah suara sah
sebanyak 25% dan kouta kursi legidlatif sebanyak 20%. Berikut hasil perolehan
suara sah dan jumlah kursi legidatif seluruh partai politik yang melebihi

ambang batas pada pemilu legidatif Provins Lampung 2014:

Tabel 1. Hasl Perolehan Suara 12 Partai Politik pada Pemilu Legidatif Provins

Lampung 2014
Jumiah Persentase
No Nama Partai Politik Perolehan
Suara
Suara
Partai Demokrasi Indonesia 328.832 0
1 Perjuangan (PDIP) suara 26.84%
2 Partai Golongan Karya (Golkar) 154.033 12.57%
suara
3 Partai Demokrat 146.922 11.99%
suara
4 Partai Amanat Nasional (PAN) 1‘5’520 11.75%
5 Parte_zl Gerakan Indonesia Merdeka 125.547 10.24%
(Gerindra) suara
6 | Partai Nasdem 114371 9.33%
suara
7 | Parta Keadilan Sejahtera (PKS) 112.581 9.19%
suara
8 Partai K ebangkitan Bangsa (PKB) 68.421 5.58%
suara
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nggrf 2.45%
10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2;;4; 2.22%
Total Suara Seh Partai Politik 1.224.987 100%
suara

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2014




Tabel 2. Jumlah Kurs Partai Politik Dalam Parlemen (DPRD Provins

Lampung) tahun 2014-2019
No Nama Partai Politik Julgn;rallr;qlfel;]rsi Per sentase
1 (PParDtIaL)Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 kursi 20%
2 Partai Golongan Karya (Golkar) 10 kursi 11. 76%
3 (Pgretreizin((jsrzr)akan Indonesia Merdeka 10 kurs 11.76%
4 Partai Demokrat 11 kursi 12.95%
5 Partai K ebangkitan Bangsa (PKB) 7 kursi 8.24%
6 Partai Amanat Nasional (PAN) 8 kursi 9.41%
7 Partai Keadilan Sgjahtera (PKS) 8 kurs 9.41%
8 Partai Nasdem 8 kursi 9.41%
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 kursi 4.70%
10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 kursi 2.36%
Jumlah 85 kursi 100%

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2014

Tidak adanya partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon
gubernur usungan partainya selain PDIP menyebabkan terjadinya koalisi partai
politik. Koalisi partai politik sebagai ha umum disetiap pemilukada. Hal-hal
yang dipertimbangkan dalam melakukan koalisi partai politik oleh masing-
masing partai berbeda-beda yang juga nantinya menghasilkan motif koalisi

partai politik yang berbeda pula.

Pada tahun 2018 akan diadakan pemilihan umum untuk memilih Gubernur
Lampung periode 2019-2024, hal tersebut dikarenakan masa bakti M.Ridho
Ficardo selaku Gubernur Lampung terpilih periode 2014-2019 akan segera
berakhir. Beberapa calon Gubernur Lampung sudah mulai mendeklarasikan

pencalonannya. Pada penelitian ini penulis memilih Mustafa sebagai calon



Gubernur Lampung usungan Partai NasDem dan partai-partai lain yang
berkoalisi dengannya seperti Partai Keadilan Segjahteran (PKS) dan Partai Hati

Nurani Rakyat (Hanura).

Mustafa yang saat ini menjabat sebagal Bupati Lampung Tengah sekaligus
ketua Umum Partar NasDem DPW Lampung resmi diusung oleh Partai
NasDem pada 30 April 2017 lalu di Lampung Timur, deklarasi dilanjutkan
dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Partai NasDem untuk
mengusung Mustafa di pilgub Lampung 2018. Selanjutnya PKS dan Partai
Hanura secara resmi mengusung Mustafa magu di pilgub Lampung 2018
sekaligus berkoalis dengan Partai NasDem tertuang dalam SK DPP nomor
22/DPP-PKS/14/2017 dari PKS dan SK No SKEP/I1/007/DPP-
HANURA/IX/2017 dari Parta Hanura (ruangmustafa.com diakses pada 30

Oktober 2017 pukul 20:53 WIB).

Terjadinya koalis ini menyebabkan Mustafa sebagai kader unggulan Partai
NasDem mampu memenuhi syarat untuk maju sebagal calon Gubernur
Lampung periode selanjutnya. Koalisi Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura
menghasilkan akumulasi suara sah ketiganya sebanyak 20.74% dan akumulasi
kursi legidatif ketiga partai tersebut adalah 18 kursi. Dengan begitu koalisi
ketiga partai ini telah memenuhi salah satu syarat yang digukan dalam Pasd
40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu memennuhi jumlah

kursi legidatif sebanyak 20%.



Setelah melalui proses yang cukup panjang dari mulai deklarasi pencalonan
Mustafa sebagai cagub Lampung periode mendatang, musyawarah antar partai
yang akan berkoalisi mendukung Mustafa maju dalam pilgub Lampung 2018,
terakhir, merebak desas-desus tentang nama-nama calon wakil gubernur
pilihan Mustafa yang satu diantaranya akan dipilih Mustafa mendampinginya
maju dalam pilgub Lampung 2018 (lampungpro.com diakses pada 20 Oktober

2017 pukul 13:46 WIB).

Akhirnya, pada awal Januari 2018 Mustafa secara resmi mengumumkan
Ahmad Jazuli sebagai cawagub yang akan mendampinginya. Tepat pada 8
Januari 2018, dengan menunggangi gajah, Mustafa-Jajuli resmi menjadi cagub
cawagub pertama yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)
diiringi dengan massa pendukungnya. Mustafa-Jazuli menunggangi sebuah
ggah dan di belakangnya ada ketua PKS dan ketua Partai Hanura
menunggangi gajah yang lain disertai iringan shalawat (liputan6.com diakses

pada 9 Januari 2018 pukul 15:41 WIB).

Beberapa kabupaten di Provins Lampung khususnya, sepanjang tahun 2015
hingga tahun 2017 telah terjadi pemilukada serentak yang melibatkan beberapa
partai politik yang melakukan koalisi. Penulis meletakkan fokus utama
terhadap rekan koalisi Parta NasDem disetiap pemilukada yang cenderung
berubah dan berbeda. Penulis memilih Partai NasDem sebagai fokus utama
sebab Partai NasDem yang dalam kesempatan kali ini menjadi ‘kepala’ dalam
alians koalis pendukung Mustafa, sebab calon Gubernur Lampung yang akan

maju dalam pilgub tersebut merupakan kader dari Partai NasDem itu sendiri.



Partai NasDem beberapa kali melakukan koalisi dengan partai berideologi
sgienis namun beberapa kali juga Partai NasDem berkoalis dengan partai
dengan ideologi yang berbeda, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa
apakah motif sebuah partai politik berkoalisi? Sebab perbedaan rekan koalis
yang cenderung dinamis yang dialami partai-partai politik tentunya memiliki
motif koalisi yang berbeda pula. Pemetaan koalis partai politik selama
pemilukada serentak di beberapa daerah di Provinsi Lampung sejak tahun 2015
hingga tahun 2017 penulis gambarkan seperti yang tertera pada tabel-tabel di

bawah ini:



Tabel 3. Tabel Silang Pemetaan K oalis Partai Politik pada Pilkada Serentak Beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015

Nama K abupaten/K ota dan Nama Paslon

Nama Partai Politik dan Independen
PDIP | Golkar | PD | PAN | Gerindra | NasDem | PKS | PKB | PPP | Hanura | Independen

Muhammad Y unus dan Ahmad Muslimin

Kota Bandar Lampung

Herman HN dan Y usuf Kohar

WINE

Tobroni Harun dan Komaruniar

- —

Kota Metro

Sudarsono dan Taufik Hidayat

Abdul hakim dan Muchlido Apriliast

Pairin dan Djohan

I

Supriadi dan Megasari

gk wNE

Okta Novandra dan Wahadi

Agus Istiala dan Erlina

Kabupaten Pesisir Barat

Aria Lukita Budiawan dan Efan Tolani

FI !-!

Jamal Naser dan Syahria

PN e

Krt. Oking Miharja dan Irawan Topani

1 |

Kabupaten Lampung Selatan

Soleh Bajuri dan Ahmad Ngadelan Jawawi

Rycko Menoza dan Eki Setyanto

Wi

Zainudin Hasan dan Nanang Ermanto

Lo

Bustami Zainudin dan Adinata

Kabupaten Way Kanan

Raden Adipati Surya dan Edward Antony

Kabupaten Lampung Timur

Lo

Y usran Amirullah dan Sudarsono

Chusnunia dan Zaiful Bokhari




Nama Partai Politik dan Independen
Nama K abupaten/K ota dan Nama Paslon
PDIP | Golkar | PD PAN | Gerindra | NasDem | PKS | PKB | PPP | Hanura | Independen
Kabupaten Pesawaran
1. Aries Sandi dan Muhammad Y unus
2. Okta Rijaya dan Salamu Solikhin
3. Fadhil Hakim dan Zainal Abidin
4. Dendi Ramadhona dan Eriawan Nl T 2.
Kabupaten Lampung Tengah

1. Samidjo dan Fatoni
2. Mustafa dan Loekman
3. Gunadi Ibrahim dan Imam Suhadi
4. Mudiyanto Thoyib dan Musa Ahmad
Sumber: KPU Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten

Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015
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Tabel 4. Tabel Silang Pemetaan K oalis Partai Politik pada Pilkada Serentak Beber apa Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017

Nama Partai Politik dan Independen
PDIP | Golkar | PD | PAN | Gerindra | NasDem | PKS | PKB | PPP | Hanura | Independen

Nama K abupaten/K ota dan Nama Paslon

Kabupaten Pringsewu

1. Adrian Saputradan Dewi Arimbi
2. Sujadi dan Fauzi
3. Siti Rahmadan Edi Agus Y anto
Kota Lampung Barat
1. Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin
2. Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa

Kabupaten Mesuji
1. FebrianalLesisie dan Adam Ishak
2. Khammani dan Saply hhh hhhl
Kabupaten Tulang Bawang

1. Syarnubi dan Sholihah |
2. Hanan A Razak dan Heri Wardoyo

3. Winarti dan Hendriwansyah

Su

mber: KPU Kabupaten Pringsewu, Kabupaten lampung Barat, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017
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Berdasarkan tabel silang yang telah penulis petakan di atas, terlihat bahwa
masing-masing partai politik berkoalisi dengan partai politik yang berbeda.
Partai NasDem misalnya, pada pemilukada serentak di Provinsi Lampung
tahun 2015 berkoalisi dengan beberapa partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) sebanyak empat kali, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak tiga kali, Partai
Keadilan Sgjahtera (PKS) sebanyak dua kali, Partai Demokrat (PD) dan Partai
Golkar sebanyak satu kali. Mayoritas rekan koalis dari Partai NasDem pada
pemilukada tahun 2015 lalu adalah PDIP sebanyak empat kali dan dilanjutkan

dengan Partai Gerindra, PKB dan PAN sebanyak tigakali.

Sementara itu untuk pemilukada serentak di Provins Lampung tahun 2017
Partai NasDem berkoalisi dengan beberapa partai yaitu Partai Demokrat (PD)
dan Parta Keadilan Sosia (PKS) sebanyak tiga kali, Partai Amanat Nasiond
(PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Gerindra dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak dua kali, Partai Hanura
sebanyak satu kali. Mayoritas rekan koalis dari Partai NasDem pada
pemilukada tahun 2017 lalu adalah PKS dan PD sebanyak tiga kali dan
dilanjutkan dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB dan PAN dan PPP

sebanyak tigakali.

Pada pilgub Lampung 2018 Partai NasDem berkoalisi dengan PKS dan Partai
Hanura, PKS sendiri merupakan partai yang menjadi mayoritas rekan koalisi
Partai NasDem pada pemilukada serentak 2017 lalu yaitu sebanyak tiga kali

tepatnya berkoalis di pemilukada Kabupaten Lampung Barat, Mesuji dan
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Tulang Bawang. Sedangkan Partai Hanura sepanjang 2015 hingga 2017 baru
berkoalis sebanyak satu kali dengan Partai NasDem yaitu pada pemilukada di
Kabupaten Tulang Bawang mendukung pasangan calon bupati dan wakil

bupati pertahana Hanan A Razak dan Heri Wardoyo.

Semakin banyak partai poltik hal ini seakan menutup kemungkinan untuk salah
satu partai memenangkan pemilu secara mutlak. Sehinga dengan kondisi
seperti ini, kemungkinan partai politik melakukan kerjasama atau koalisi dalam
pemenangan calon eksekutif baik pusat maupun daerah. Secara teoritis dalam
melakukan koalisi partai politik akan melihat siapa yang akan digjak berkoalis,
tentunya partai politik yang sepaham. Karena dengan begitu maka akan lebih
mudah untuk bekerjasama ketika banyak kesamaan nilai-nilai yang terkandung
daam ideologi tersebut (Strom dalam Jurnal A Behavioral Theory of
Competitive Political Parties, American Journal Of Political Science, Vol 34,

1990).

Fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia, perbedaan partai politik sudah
semakin kabur. Koalisi partai-partai politik yang dilakukan sifatnya jangka
pendek, yaitu tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Seharusnya arah
koalisi partai politik dilandasi oleh ideologi parta yang kemudian menjadi
identitas yang termanifestasi pada program partai tetapi yang terjadi adalah
partai apapun dimungkinkan melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan,
koalisi seperti ini adalah koalis yang cenderung pragmatis (Prasetya dalam

Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik, Vol 1 No 1, 2011).
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Apa yang terjadi adalah bukan persoaan jika kemudian bekerjasama dengan
partai yang berbeda ideologi, yang terpenting adalah hal itu mempermudah
untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari koalisi partai politik,
yang tidak memiliki keseragaman koalisi baik ditingkat pusat maupun
didaerah. Menghindari koalis yang sifatnya pragmatis dan kembali ke koalisi
yang sifatnyaideologis seperti yang seharusnya, maka partai politik harus lebih
berorientas terhadap kesamaan ideologi guna kerjasama jangka panjang dan
bukan pencapaian kekuasaan yang sifatnya jangka pendek dan untuk arah
kerjasama kedepannya menjadi lebih sulit dikarenakan perbedaan ideologi

yang berimbas juga terhadap perbedaan sudut pandang, visi, misi dan persepsi.

Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung
pada perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Cara kita mengamati
kegiatan politik itu akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Pendekatan
(approach) sebagai kriteria untuk menyeleks masalah dan data yang relevan
(Dyke, 1960:114). Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau
tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang

akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan.

Sebagal bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan tiga
penelitian terdahulu berupa tugas akhir karangan aumni Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik yang berhubungan dengan koalis partai politik. Berikut

adalah penelitian-pendlitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini:
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Tabel 5. Pendlitian Terdahulu dan Sgjenis

No | Nama Penditi Tahun Jenis Judul Pendlitian

Kartelisas Partai Politik Dalam
2016 Skripsi | Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kota Bandar Lampung Tahu 2015

1 | AnandaPutri
Sujatmiko

Pola Koalisi Partai Berbasis Islam
pada Kasus Proses Rekruitmen
Tesis | Calon Walikota dan Wakil
Walikota Bandar Lampung 2010
-2015

2 | Darmawan Purba 2012

Pengaruh Partai Politik Terhadap
Skripsi | Ketidakpastian Kodlis  Partai
Politik

3 | Bilawd Zandra 2010
Faris

Sumber: Diolah peneliti (2017)

Berdasarkan data pendlitian terdahulu yang sgjenis maka perbedaan tiga

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh pendliti adalah:

a. Penlitian pertama, penelitian Ananda Putri Sujatmiko melihat dari segi
koalis partai politik yang berujung kartelisasi menggunakan rational choice
theory dengan pendekatan collective-action, konsep partai kartel yang
diadaptas dari Kartz dan Mair sedangkan peneliti pada penelitian ini
meneliti motif koalisi partal politik yang menggunakan pemikiran Wolfgang
Muller dan Kaare Strom sebagai grand theory yang dilanjutkan dengan
pemikiran Abraham De Swaan tentang koalisi ideologis serta Kartz dan

Mair tentang koalisi pragmatis.
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b. Penelitian kedua, Darmawan Purba dalam penelitiannya berfokus pada
proses koalisi, motif dan pertimbangan koalisi, kriteria dan mekanisme
rekrutmen dan hambatan koalisi pada partai berbasis Islam. Teori yang
digunakan adalah teori pola koalisi partai politik yang hasilnya koalis partai
politik yang sifatnya pragmatis dan transaksional. Sedangkan peneliti dalam
penelitian ini hanya berfokus pada motif koalisi partai politik secara umum

dan bukan tertuju pada partai politik dengan ideologi tertentu.

c. Pendlitian ketiga, Bilawan Zandra Faris dalam penelitiannya berfokuspada
penialain terhadap parta politik sebelum melakukan koalisi. Penilaian
dilakukan dengan model yang merupakan cabang dari Cooperative Game
Theory yaitu Shapley Value, Shapley Value dengan koalisi subjektif
tertimbang, dan Core. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini menganalisis
alasan parta politik memilih parta politik tertentu sebagai rekan koalisi dari
segi eksternal dan internal yang nantinya akan menghasilkan dua

kemungkinan antara koalisi ideologis atau koalisi pragmatis.

Berdasarkan apa yang telah diulas mengenai fenomena-fenomena menjelang
pemilihan umum Gubernur Lampung 2018 maka penulis dalam penelitian
ini mengangkat judul “Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam
Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi pada
koalis Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura Provinsi Lampung)”.
Penelitian ini berkaitan dengan dua mata kuliah yaitu Partai Politik dan

Pemilihan Umum.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan
masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah motif koalis partai politik

(NasDem, PK'S dan Hanura) dalam menghadapi pilgub Lampung 2018?

C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
motif koalis partai politik (NasDem, PKS dan Hanura) dalam menghadapi

pilgub Lampung 2018.

D. Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai referens tambahan khasanah ilmu politik dalam hal studi motif
koalis partai politik dalam menghadapi pilgub khususnya bagi koalisi
antara Parta NasDem, PKS dan Hanura dalam menghadapi pilgub
Lampung 2018. Koadlis partai politik dadam suatu pemilihan umum
ataupun pilkada seperti pilgub misalnya memiliki dua motif yang berbeda
antara lain yaitu koalis yang sifatnya ideologis dengan mengedepankan
persamaan ideologi dan juga koalisi yang sifatnya pragmatis dengan

mengedepankan persamaan tujuan antarpartai.
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b. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana
menganalisis secara mendalam motif koalis partai politik dalam
menghadapi pilgub. Sgjalan dengan hadirnya penelitian ini, peneliti
mampu memahami dinamika koalisi partai politik disetiap pemilihan
umum khususnya pilgub. Rekan koalisi tiap-tiap partai politik cenderung
berbeda di tiap momen pemilihan umum yang berbeda. Hal tersebut
didasarkan pada ideologi ataupun kepentingan sebuah partai politik
terhadap partai politik lain dalam kondisi tertentu baik dalam memenuhi

syarat pemilihan umum ataupun guna memenangkan pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis
Meskipun pembentukan koalis seringkali dibangun sekedar memenuhi
prasyarat administratif pencalonan, pembahasan mengenai motif koalis
penting untuk mengetahui sgjauh mana pelembagaan masing-masing partai
politik di tingkat lokal yang berimbas pada pola mereka berkoalis untuk
mengusung pasangan calon dalam sebuah pilkada. Pembahasan tentang
pembentukan koalisi di tingkat lokal juga penting untuk memahami tentang

pentingnya partai politik dalam pembentukan kualitas calon kepala daerah.

Berbeda dari pendlitian lain yang pada umumnya dalam hal pilkada lebih
memfokuskan pada popularitas dan kharisma calon kepaa daerah, strategi
pemenangan calon kepala daerah, politik uang dan kekayaan serta peran
media dalam pilkada. Penelitian ini lebih berfokus pada perilaku partai
politik bagaimana koalis dari partai politik sangat berpengaruh menjadi

dukungan kuat bagi calon kepala daerah yang diusung koalisi tersebut.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Partai Politik

Bagi Machiavelli, politik adalah seni dari kemungkinan. Manipulasi, keahlian
dan kelihaian dalam pengunaan kekuasaan merupakan syarat-syarat untuk
berkuasa (Apter, 1996:77). Kekuasaan yang merupakan sasaran utama dalam
politik juga dijadikan orientas daripada partai politik. Secara umum dapat
dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:403-404).

Bertumpu pada kerangka fungsionalis-struktural yang sudah lama ada,
memandang partai politik sebagai lembaga-lembaga yang memainkan dua
peranan penting di dalam berfungsinya rezim demokratis; Pertama, partai-
partai menyeleks dan merangkum berbagal isu serta menygjikannya kepada
pemilih dalam sebuah paket yang kurang-lebih runtut, sebagaimana terungkap
lewat manifesto/platform parta. Kedua, partai-partai yang menang

menempatkan dirinya sebagai tulang punggung bagi pemerintahan yang
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terpilih, dengan pengharapan umum bahwa janji-janji kampanye mereka akan

diubah menjadi kebijakan publik (Klingemann dkk, 2000:xv).

Sementara kekuasaan oleh para sarjana-sarjana dipakai dalam arti yang
bermacam-macam seperti; authority (wewenang), control (kontrol), capacity
(kapasitas), relationship (hubungan), process (proses), domination (dominasi),
influence (pengaruh), things (benda) (Gie, 1978: 19-20). Kehadiran partai
politik yang paling terasa adalah disaat pemilihan umum, dimana partai politik
akan mengirimkan wakil-wakil pilihannya yang telah lolos dari pola

rekruitmen tertentu untuk menjadi bakal calon kepala daerah atau berkoalisi.

1. Pengertian Partai Politik

Definisi klask mengenai partai politik digukan oleh Edmund Burke tahun
1839 dalam tulisannya "Thoughts on the cause of the present discontents’.
Burke menyatakan bahwa “party is a body of men united, for promoting by
their joint endeavors the national interest, upon some particular principle
upon which they are all agreed” (partai politik adalah lembaga yang terdiri
atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional
secara bersama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-ha yang mereka

setujui). (Burke,1939:110).

Definisi Burke ini tampak masih “abstrak” oleh sebab tidak semua partai
secara empiris memperjuangan kepentingan nasional. Misalnya dalam
tulisan Robert Michels tentang The Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi

Oligarki). Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah
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entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis
mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas
sosial yang diwakili. Sehingga partai politik dalam pandangan Michels
memungkinkan terjadinya koalisi besar dikarenakan adanya kepentingan

yang relevan. (Michels, 1968:28).

Definisi lain mengenai partai politik digjukan oleh Joseph Schumpter dalam
bukunya yang berjudul Capitalism, Socialism dan Democracy. Menurut
Schumpter, partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak
terutama dalam ha perjuangan mencapal kekuasasan. Partai dan para
politissnya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas
ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian
organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik
layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.

(Schumpter, 2003:283).

Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson pun memberikan definisi tentang
partai politik adalah “any political group, in possession of an official label
and of a formal organization that links centre and locality, that presents at
elections, and is capable of placing through elections, candidates for public
office. (setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi
yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas yang hadir
saat pemilihan umum, memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat

pegabat publik melalui kegiatan pemilu (baik bebas maupun tidak bebas)
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(Lamaplombara dan Anderson dalam Omotola dalam Jurnal Political

Parties and the Quest for Palitical Stability in Nigeria, 2010).

Carl J Friedrich juga mendefiniskan parta politik adalah sekelompok
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota
partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (Friedrich dalam
Loso dkk dalam Jurnal Analisis Kegagalan Partai Keadilan Sgahtera

(PKS) Dalam Memperebutkan Kursi Di Dprd Kabupaten Batang, 2013).

. Fungsi Partai Politik

Banyak kalangan berusaha melekatkan sggumlah fungs pada partai politik.
Celakanya, fungs itu di daftar sedemikian rupa tanpa berusaha
memverifikasi apakah fungsi itu secara empirik dilakukan atau tidak
dilakukan oleh partai politik. Cara itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal.
Selama ini, berbagai fungs yang dilekatkan pada partai politik dilekatkan
begitu sgja lewat mekanisme yang bersifat teoritis dan logis padahal, partai
politik itu (apakah fungsi, posisi, dan bobotnya dalam sistem politik) tidak
dirancang oleh suatu teori tapi ditentuakan oleh kejadian-kejadian yang ada.

(Sartori, 1976:18).
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Ramlan Surbakti merumuskan tujuh fungsi utama partai politik (Surbakti,
1992:149-154) sebagai berikut:

a. Sosiaisas Politik
Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat,
melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahui arti
pentingnya politik beserta instumen-instumennya.

b. Partisipasi Politik
Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisas politiknya akan
membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk
kegiatan politik.

¢. Pemandu Kepentingan
Partai politik dalam ha ini melakukan kegiatan menampung,
menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda
bahkan bertentangan menjadi berbagai aternatif kebijakan umum,
kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan politik.

d. Komunikasi Politik
Komunikas politik adalah proses penyampaian informasi mengenai
politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke
pemerintah.

e. Pengendalian Konflik
Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan,
konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda
saling bertemu.

f. Kontrol Politik
Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan
dan penyimpangan dalam is suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan.

David McKay (dalam Jurdi, 2014:141) juga menjelaskan fungs lain dari
partai politik sebagal berikut:

a. Agregas Kepentingan
Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta
mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.

b. Memperdamaikan Kelompok dalam Masyarakat
Fungsi ini adalah fungs partai politik untuk membantu memperdamaikan
aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat,
dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati
bersama

c. Saffing Government
Fungs ini adalah posis partai politik untuk mengaukan orang-orang
yang akan menjadi pgabat publik, baik baru maupun menggantikan yang
lama
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d. Mengkoordinasi Lembaga-lembaga Pemerintah
Fungs ini adalah posisi partai politik mengkoordinas aneka lembaga
pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan
politik publik.

e. Memperomosikan Stabilitas Politik
Fungs ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas
politik, meminimalisir konflik dengan menyaring informasi-informasi
yang memunculkan potensi konflik.

Penulis lain misalnya Janos Simon membagi fungs partai politik menjadi
enam dalam (Simon, 2003:17-27) yaitu:

a. Fungs Sosialisasi Politik
Fungs partai politik sebagai agen guna mengisi horma-norma dan nilai-
nilai yang ada pada diri individu. Peran ini semakin besar di negara-
negara dengan sistem kepartaian multipartai.

b. Fungsi Mobilisasi
Fungs partai politik untuk membawa warganegara ke dalam kehidupan
publik, mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-
kelompok yang termobilisasi.

c. Fungs Partisipasi
Fungs partai politik untuk membawa warganegara agar aktif dalam
kegiatan politik.

d. Fungsi Legitimasi
Fungs partai politik yang mengacu pada kebijakan politik mendukung
dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik.

e. Fungs Representasi
Fungsi partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan
sgjumlah suara, akan menempatkan wakilnyadi dalam parlemen.

f. Fungs Aktivitas Dalam Sistem Politik
Fungs partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-
anggotanya untuk menjalankan program tersebut.

Sementara itu dalam pandangan Matthias Caton dalam negara demokrasi
ada berbagai fungsi partai politik. Pertama adalah fungs artikulasi
kepentingan, yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan

pemerintah yang konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut

tuntutan masyarakat dan membungkusnya. Ketiga, rekruitmen, yaitu
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menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legidlatif.

Keempat. Mengawasi dan mengkontrol pemerintah (Caton, 2007:7).

Tabel 6. Fungsi Partai Dalam Negara Demokras

Artikulas Agregas Rekruitmen
Melanggengkan P
Pemerintah Melak_ganakan dukungan kepada Mengisi posiSi-posis
kebijakan . pemerintahan
pemerintah
Mendapatkan Membangun
Oposis Mengembangkan dukungan untuk kelompok orang
alternatif
perubahan yang kompeten

Sumber: Caton (2007:7)

. Tipologi Partai Politik

Tipologi menurut (Katz dan Crotty, 2006:262) yang membagi partai politik
ke dalam lima bagian yaitu;

a. Kaukus Elit atau Partai Kader (1860-1920)
Awa mulaparta ini berasal dari parlemen. Pemilihnya amat terbatas dari
kelas tertentu yaitu kelas atas dengan kontak pribadi dan rekruitmen
elitenya hanya berasal dari kelas atas, rekruitmen sendiri dengan inisiatif
privat.

b. Partai Massa (1980-1950)
Partai ini berasal dari luar parlemen. Muncul dari kelompok sosia khusus
seperti kelompok etnis ataupun agama. Rekruitmen elit berasa dari
internal didasarkan kelas atau agama dengan komitmen berbasis ideol ogi
dan organisas melalui sistem pendidikan di dalam partai.

c. Catch-all, Partai Electoralis (1950 - sekarang)
Asal usulnya yaitu dari massa partai, pertalian atau penyatuan antara
massa dengan kelompok kepentingan. Pemilih dan dukungan sosia
muncul dari kelas menangah melampaui kelompok pendukung inti.
Rekruitmen elit sistemnya eksternal dengan beraneka ragam kelompok
kepentingan.

d. Partai Kartel (1950 - sekarang)
Berasal dari penggabungan partai parlemen (dan kelompok kepentingan).
Kemunculan pemilih dan dukungan sosial bersifat “regular cliente” yang
menyediakan  pertukaran  dukungan  untuk  kebijakan  yang
menguntungkan. Rekruitmen elit terutama dari dalam struktur negara
(birokrasi).
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e. Partai Firma Bisnis (1990 — sekarang)
Asal usul partai ini berasal dari insiatif privat dari wirausahawan politisi.
Kemunculan pemilih dan dukungan sosial berasal dari “pasar pemilih”
dengan tingkat perpindahan tinggi, pemilih adalah konsumen.
Rekruitmen €lit sendiri dan inisiatif privat. Partai jenis ini bersifat
tertutup dan berbeda dengan jenis partai politik pada umumnya.

Ahli selanjutnya yang juga melakukan klasifikasi terhadap parta politik
adalah Kartz dalam (Jurdi, 2014:150). Kartz membagi tipe partai politik
menjadi 4 tipe, yaitu:

a. Parta Elit
Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah it inti yang menjadi
basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada
hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini.

b. Parta Massa
Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar,
tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Biasanya, parta massa
berbasiskan kelas lokal tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga
berbasis agama.

c. Partai Catch-All
Partal jenisini dipermukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun,
berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosia
tertentu, Partai Catch-All mulai berfikir bahwa dirinya mewakili
kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenisini berorientas pada
pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap
kampanye.

d. Partai Kartel
Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota
partai. Dari sisi partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir
sudah tidak memiliki arti lagi (Kartz dan Mair dalam Jurnal The Cartel
Party Thesis: A Restatement, 2009).

e. Partal Integratif
Partai jenisini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk
melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan
kepentingan spesifik suatu kelompok (Simon, 2005:11).
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Selanjutnya, (Duverger, 1984:22-25) membagi tipologi partai berdasarkan
kriteriajumlah partal yaitu:

a. Sistem Multipartai
Jumlah partai, ukuran besarnya, strukturnya dan organisasinya harus
diperhitungakn secara stimulan. Dari segi jumlah, tipe-tipe sistem banyak
parta secara teoritis tidak terbatas, tetapi secara praktis situasinya jauh
lebih sederhana.

b. Sistem Dua Partai
Rupanya, tidak banyak terdapat sistem dua partai ini, dilihat dari segi
kemungkinan matematik. Walaupun jumlah partai yang demikian
tidaklah menjadi faktor disini, eksistensi suatu kelompok politik yang
sangat kecil kadang-kadang juga dapat mempengaruhi keseluruhan
sistem.

Pada prinsipnya, ada tiga macam sistem kepartaian. Sebagaimana juga
sistem kepartaian dam lingkup klasifikasi Duverger yakni; sistem satu
partai, sistem dua partai dan sistem banyak partai. Dalam hal ini (Sukarna
dalam Jurdi, 2014:154-159) mengajukan sejumlah kelebihan dan kelemahan
dari tigasistem ini yaitu:

a. Sistem Satu Partai
Menurut Sukarna sistem ini memiliki kelebihan yakni pimpinan partai
politik yang mendapat dukungan secara meluas daripada pimpinan
lain dalam partai itu akan selalu berada dalam kedudukan kekuasaan,
baik dalam parta maupun negara. Kelemahannya antara lain adalah
hak-hak asas manusia yaitu hak kemerdekaan, baik kemerdekaan di
bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya sangat dibatasi terurtama
dalam kemerdekaan berpolitik, mengingat masyarakat tidak lagi
memiliki kebebasan untuk memilih, kecuali memilih yang satu-
satunyaitu.

b. Sistem Dua Partai
Kelebihannya adalah dalam sistem dua partai memiliki kaitan erat
dengan pemilu sistem distrik, selalu menghasilkan partai mayoritas
daam pemilu, yaitu sebaga sarat pemerintahan atau kabinet yang
mendapat dukungan dari parlemen.

c. Sistem Banyak Partai
Kelemahan sistem ini menurut Sukarna adalah lahir karena banyak
ideologi yang dianut, ideologi itu sendiri berarti sutau hasil pemikiran
manusia tentang politik, sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan
suatu gjaran hingga rentan konflik.
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4. Pembagian Arena Kompetisi Partai

Robert Dahl, telah mengidentifikasi multiple arenas dari kompetisi politik
yakni: arena pemilu, arena legidatif, arena birokrasi, arena pemerintah
daerah, dan banyak lagi. Masing-masing diantaranya bisa jadi arena yang
paling menentukan sikap politik partai, terutama dalam mencapai tujuannya.
(Dahl dalam Giorgi dalam Jurnal Parliamentary Oposition in Western

European Democracies Today, 2007).

Sebuah studi kontemporer di tahun 1999 menjelaskan dilema yang
berkelanjutan yang dihadapi partai politik dalam membuat keputusan
berkaitan dengan konflik tujuan. Demi mempertahankan dukungan dalam
pemilu, partai mungkin mengorbankan tujuannya yang lain dalam
memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih jabatan. Dilema kemudian
tumbuh ketika partai membutuhkan koalisi untuk membentuk sebuah
pemerintahan, namun partner yang potensial disertai dengan haluan ideol ogi
yang sama tidak memiliki suara yang cukup untuk duduk di kurs

pemerintahan (Muller dan Strom, 1999: 3).

Dilema dapat juga terjadi ketika partai politik dihadapkan pada pilihan
antara berpegang teguh dengan komitmen kebijakan dan memeroleh
jabatan. Pilihan pertama pasti akan mengalahkan pilihan kedua, dan
begitupun sebaliknya. Maka demikian, dalam dilema tersebut sebuah partai

mungkin untuk merubah perilakunya demi mencapai tujuannya.
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5. Pragmatisme Partai Politik

Secara filsafatis, pragmatisme dapat diterjemahkan sebagal garan yang
menekankan bahwa sebuah bentuk pemikiran mengikuti tindakan. Kriteria
kebenarannya yakni ‘faedah’ atau ‘manfaat’. Artinya, suatu teori maupun
hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila bisa diaplikasikan dan

membawa manfaat (Brunning dan Forster, 1997: 140-141).

Peirce mengatakan bahwa terdapat dua poin yang menjadi pertimbangan
kaum pragmatis dalam bertindak. Pertama adalah berupa ide atau keyakinan
yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan
tertentu. Sedangkan yang kedua yakni tujuan dari tindakan itu sendiri

(Pierce dalam Brunning dan Forster, 1997: 147)

Manusa memiliki ide atau keyakinan yang ingin direalisasikan dan
memiliki tujuan tertentu, yang mana sekaligus merupakan konsekuensi
praktis atas sebuah tindakan. Sehingga, bagi Pierce, apa yang dikatakan
sebagal prinsip pragmatis dalam arti yang sebenarnya yakni suatu metode
untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan (Pierce

dalam Brunning dan Forster, 1997: 143).

Namun, pada perkembangannya, pragmatisme berkembang tidak hanya
pada konteks ‘mendamaikan’ filosofis dan metafisik, namun juga telah
masuk ke dalam tataran politik terutama dalam tubuh partai politik. Jika

pada pragmatisme menyatakan bahwa segala jenis ide atau gagasan akan
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benar apabila memiliki manfaat secara praktis karena memiliki tujuan yang

jelas, maka politik pun demikian.

. Pembilahan Sosial dan Ideologi Partai Politik

Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy yang
mengartikan ideologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelgjari tentang
eksistens ide. Ideologi juga dapat disebut sebagal ilmu pengetahuan tentang
ide. Berbagal kamus, menjelaskan bahwa ide bermakna juga gagasan, cita-
cita, rancangan yang tersusun dalam pikiran manusia, atau perasaan yang
benar-benar menyelimuti pikiran. Artinya, ide senantiasa berkaitan dengan

pemikiran dan penalaran manusia (Arifin, 2014: 113).

Setiap bangsa di dunia ini masing-masing memiliki nilai-nilai dasar dan
pandangan hidup atau ideologi sendiri yang pada umumnya berbeda antara
satu bangsa dengan bangsa lainnya, sesual dengan latar belakang historis
dan sosia kultural masing-masing negara dan bangsa. Pandangan hidup
bangsa (way of life of nation) itu pada umumnya dilembagakan dalam

konstitusi dan membentuk suatu sistem.

Ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya
sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini adalah kemana
arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan
disosialisaskan ke masyarakat, sikap dan orientas politik seperti apa yang
akan dibentuk, masyarakat seperti apayang menjadi basis perjuangan partai,

dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan,bentuk
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masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. dengan
dasar ideologilah partai itu akan begerak melalui program kebijakan partai
yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan

dinikmati oleh masyarakat.

Bersama ideologinya masing-masing partai politik itu akan mempunyai
identitas yang jelas, hal tesebutlah kemudian yang memudahkan partai
politik tersebut dalam mendapatkan massa pendukung. Di sisi yang lain
masyarakat pun akan lebih mudah untuk menentukan parta mana yang
sesuai dengan keinginan yang memang memperjuangkan nilai-nilai yang
diyakini oleh masyarakat. (Prasetya dalam Jurnal Pergeseran Peran

Ideologi Dalam Partai Politik, 2011).

a. Partai NasDem
Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi
Pancasila yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara
pada tanggal 26 Juli 2011 (AD/ART Partai NasDem Pasal 1). Partai ini
didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama
sama yaitu Nasiona Demokrat (inilah.com diakses pada 11 November

2017 pukul 19:15 WIIB).

Guna mendapatkan status resmi sebagal badan hukum, Partai NasDem
didaftarkan ke Kemeterian Hukum dan Hak-hak Asas Manusia pada
bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas
dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasiondl

Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia
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(detikNews.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:20 WIB).
Partai NasDem memakai konsep Restorasi Indonesia sebagal salah satu

kegiatan andalannya.

. Partai Keadilan Sgjahtera (PKS)

PKS merupakan partai yang berdiri pada masa pasca Orde Baru,
dideklarasikan pada April 2003 sebagai keberlanjutkan dari Partal
Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 tidak mendapat dukungan
signifikan dari pemilih. Partai ini didirikan oleh orang-orang dengan latar
belakang aktivis keagamaan berbasis kampus, terutama sekali di kampus-
kampus sekuler. Basis pendukung PK'S adalah pembilahan sosial dengan
karakteristik kelas menengah atas, kaum terdidik dan Islam (Pamungkas,

2011: 137).

PKS merupakan partai dengan basis ideologi 1slam modernis dan dengan
pengorganisasian partai yang solid. Pemikiran pemikiran Ikhwanul
Muslimin sangat mewarnai partai. Dalam debat-debat regulasi partai ini
banyak mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik Islam.
Meskipun demikian, partai ini relatif inklusif dalam membangun
kerjasama dengan partai lain seperti terlihat dalam koalis pilkada dan

program partai.

. Partal Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Awa berdirinya partai ini tak lepas dari gagasan Jendral Tentara
Nasional Indonesia (TNI) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasiona lain.

Gagasan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di
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Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Pertemuan ini dihasilkan 8
kesepakatan yang men;j adi tonggak berdirinya  partai.

(profil.merdeka.com diakses pada 11 November 2017 pukul 15:25 WIB).

Partai Hanura mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni
Kemandirian Bangsa dan Kesgahteraan Rakyat. Vis tersebut secara
garis besar menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri
lagi dengan banyaknya campur tangan pihak asing yang dapat merugikan
kehidupan bangsa sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu

bangkit kembali demi menciptakan sebuah bangsa yang mandiri.

B. Tinjauan tentang Koalis Partai Politik

Pembentukan koalisi menunjukan peran elit dalam pecaturan politik menjadi
sangat dominan dan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan
baik skala lokal maupun nasional (Winarsih dkk dalam Jurnal Peran Partai
Politik dan Kalkulasi Elit terhadap Karakteristik Koalisi, 2015). Posis €lit atau
aktor di daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, posis €lit sangat strategis dalam pengusungan kandidat maupun
pembentukan koalisi, namun pertimbangan yang digunakan oleh €lit dalam

menentukan kebijakan yang diambil belum terlihat jelas.

Secara teoritis, koalisi parta hanya akan berjalan jika dibangun di atas
landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut

kesediaan partai dan para pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan
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sekedar mencari teman dan semuanya selesai. Selektif dalam hal koalisi adalah

hal yang penting.

1. Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalis adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk
dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan
bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapa dengan bekerja sama secara
terpisah (Heywood, 2000:194); atau penggunaan sumber daya bersama
untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan

lebih dari dua unit.

Pada sistem multipartai saat kekuatan politik terdistribus ke dalam banyak
simpul partai, terutama sekali sistem pemerintahan parlementer, kebutuhan
untuk membangun koalis adalah kondis yang tidak terhindarkan. Pada
sistem parlementer, ketika tidak ada parta mayoritas maka pembentukan
pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai
yang ada. Meskipun demikian pada presidensiaisme terjadinya koalisi

partai juga bukan hal yang mustahil (Pamungkas, 2011:78).

Ada empat arena daam koalis parta yang dalam hal ini berada dalam
lingkup yang berbeda menurut Heywood yaitu; koalis elektoral, koalisi
legidatif, koaliss pemerintahan dan koalis besar atau pemerintahan
nasional. Studi tentang koalisi ini dibutuhkan untuk mengerti keterikatan
aktor-aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas (Heywood,

2000:195).



2. Sumber Daya Koalisi Partai Politik

Studi paling klasik tentang koalisi menempatkan besaran kekuatan partai
(size of party power) sebagai sumberdaya penentu terbentuknya koalisi
partai oleh Theodore Calpow yang membuat ssmulasi kemungkinan koalisi
dari tiga kekuatan (triad) yang berbeda. Kemungkinan koalisi dari triad
dibangun atas sejumlah asumsi berikut:

a. Anggota triad mungkin berbeda kekuatannya. Anggota yang lebih kuat
dapat mengontrol anggota yang lebih lemah, dan akan berusaha
melakukannya.

b. Setiap anggota triad mencari kontrol anggota yang lain. Kontrol atas dua
yang lain lebih disuka daripada mengontrol satu lainnya. Kontrol atas
satu yang lain dipilih daripadatidak ada yang dikontrol.

c. Kekuatan adalah bertambah. Kekuatan koalis adalah setara dengan
jumlah kekuatan dari dua anggota.

d. Formas koalis berlangsung dalam situasi triadik, dengan demikian ada
suatu kondisi pra-koalisi di setiap triad (Caplow dalam Jurnal A Theory
of Coalition in The Triad, 1986).

3. Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik

Teori koalis menggjarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan
anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai
tertentu dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi kelanjutan
dan perkembangan sistem partai. (Lijphart dadam Cipto, 2000:23-27)
membagi teori koalisi ke dalam limateori utama yaitu:

a. Minimal Winning Coalition
Menurut teori Minimal Winning Coalition, disusun berdasarkan
kecenderungan ideologi kiri hingga kanan. Koalis, dengan demikian,
dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan spektrum ideologi.

b. Minimum Sze Coalitions
Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara terbanyak akan
mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.
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c. Bargaining Proposition
Teori ini disebut juga dengan koalisi dengan jumlah partai paling sedikit
maka koalisi dengan jumlah partai terkecil. Prinsip dasar koalisi ini
adalah memudahkan proses negoisas dan tawar-menawar karenan
anggota atau rekanan koalisinya hanya sedikit.

d. Minimal Range Coalitions
Dasar dari koalis ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis
memudahkan partai-partai berkoalis membentuk kabinet. Akan tetapi
koalisi ini tidak mudah terbentuk karen mengabaikan perbedaan arah dan
prioritas kebijaksanaan masing-masing partai.

e. Minimal Connected Winning Coalitions
Teori ini paling banyak diterapkan di dunia nyata. Dasar berpijak teori ini
adalah bahwa partai-partai berkoalis karena masing-masing memiliki
kedekatan dalam orientasi kebijaksanannya. Partai-partai akan mencari
anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis dengan
sendirinya tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai.

. Motif Koalis Partai Politik

Jumlah partai mempengaruhi tujuan koalisi dan masing-masing aktor koalisi
memiliki tujuan khusus. Dalam sistem dua partai, berkoalis merupakan
sistem pengecuaian. Koalis dalam sistem dua partai biasanya terikat
dengan situasi internal/eksternal yang membahayakan atau ketika dua partai
tersebut menginginkan hal yang sama. Kemungkinan lain terjadinya koalis

dalam sistem dua partai adalah menyangkut koalisi isu-isu tertentu.

Sementara itu dalam sistem banyak partai tidak diperlukan koalisi jika salah
satu partai memiliki suara mayoritas yang mutlak. Meskipun demikian, ada
beberapa kasus bahwa partai pemenang memilih berkoalis dengan partai
lainnya untuk berbagi tanggung jawab kekuasaan, sebab koalisi dalam
sistem multi partai memperkuat posis partal di parlemen. Koalisi berfungsi

memaksimalkan keuntungan, menginginkan satu hal, beberapa aktor
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menganggap kemenangan lebih berarti daripada yang lainnya dan ketika

tidak menguntungkan ia keluar.

Abraham De Swaan mengagjukan teori koalisi yang berorientasi pada
kebijakan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam
pembentukan koalis. Mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah
tujuan akhir dari politis partai, namun merupakan sarana untuk
menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan
pada ideologi. Sehingga ini memungkinkan bagi partai-partai yang memiliki
ideologi kurang lebih sama untuk melakukan koalisi (Swaan dalam Ekawati
dalam Jurnal Koalis Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2014, 2015).

Teori ini berbeda dengan Katz dan Mair yang menyatakan bahwa semua
partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara
kelangsungan hidup kolektif mereka dan inilah yang kemudian dikena
dengan sebutan partai kartel. Kartelisas didefiniskan sebagal situasi
dimana partai-partai  politik secara kolektif mengabaikan komitmen
ideologis atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka
sebagal satu kelompok (Kartz dan Mair dalam Sumadinata dalam Jurnal
Dinamika Koalis Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah

Pemilihan Presiden Tahun 2014, 2016).

Partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik
negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai dengan melepaskan

berbagal perbedaan ideologis dan pragramatis mereka demi kepentingan
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tertentu. Teori-teori mengena koalisi tersebut yang akan penulis gunakan
untuk melihat kecenderungan partai-partai di dalam membangun koalisi.

menjelang pilgub Lampung 2018.

C. Tinjauan tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub)

Pilkada bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening
democracy) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilukada
langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspiras rakyat. Pemilukada
langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke
DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu pemilukada langsung
memperkuat  legitimasi  kepala daerah (Chaniago daam  Jurnal

Mempertahankan Pilkada Langsung, 2016).

1. Pengertian Pemilihan Gubernur (Pilgub)

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta
walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat rakyat di  wilayah provins dan
kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan

demokratis (Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016).
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Sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme
pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk
melakukan sirkulas elite. Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk
membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah
menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar—
benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan

keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk
menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan
Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya
terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Pemilihan Umum adalah salah
satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak

pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana
terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang
penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi—sendi demokrasi
dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus
tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar

1945.



39

2. Arasdan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara
pemilu harus mel aksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana
dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsi mandiri, jujur,
adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional,
akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017).

Di Indonesia telah berulang kali di selenggarakan pemilihan umum yang
disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama,
orde baru dan orde reformasi. Dalam ilmu politik dikena bermacam-macam
sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu
sistem distrik (single-member constituency) dan sistem proporsional/

perwakilan berimbang (multi-member constituency) (Budiardjo, 2008:461).

3. Pemilihan Kepala Daerah

Seperti halnya dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil
gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, sebelumnya
dipilih melalui perwakilan di DPRD. Tetapi karena arus reformasi untuk
penegakan demokrasi secara murni, maka pemilihan pimpinan daerah mulai
tahun 2004 sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dilakukan secara

langsung oleh rakyat (one man one vote).
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Masalah krusial yang bisa timbul dalam pilkada sehingga bisa memicu
terjadinyatindak kekerasan atau anarkis, antaralain;

a. Terjadinya pemilihan langsung menyebabkan banyak tangan yang
harus ikut campur, mula dari pemerintah, DPRD, partai politik, KPU,
Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas Independen
(Pawadlu).

b. Pemerintah daerah juga mengatur pilkada yang tertuang dalam
peraturan pemerintah, terutama bertangggung jawab atas dana dan
anggaran pilkada (Cangara, 2016: 218).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim
demokrasi kearah yang lebih baik jika mampu dikelola dengan benar, dan
diharapkan setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dapat
dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi perkembangan
demokrasi menjadi lebih berkualitas, sebab kondisi awal yang mendukung
peningkatan demokrasi mulai terbentuk seperti yang dikemukakan oleh
Robert Dahl bahwa untuk mewujukan demokrasi dibutuhkan kondisi awal
yang memadai untuk mendukung perkembangannya, yaitu:

a. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.

b. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat.

c. Adanya kemudahan akses untuk memeproleh sumber — sumber
informasi dan aternatifnya.

d. Adanyaotonomi asosiasional.

e. Dibangunnya pemerintahan perwakilan.

f. Terdapatnya hak warga negara yang inklusif. (Agustino dalam
Rahmawati dalam Jurnal Perilaku Pemilih Golput Dalam Pemilihan
Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008, 2015)

Pelaksanaan Pemilukada secara langsung, dalam implementasinya rakyat
dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, cerdas terhadap tawaran yang

diberikan oleh para calon kepala daerah, serta menentukan siapakah yang

pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Karena itu parta politik harus
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berhati-hati dalam mengajukan tokoh yang akan dijadikan sebagai calon
kepala daerah, mengingat partai politik yang mengajukan tidak hanya satu
maka dibutuhkan aturan main yang jelas, adil dan tidak memihak oleh
lembaga atau komisi yang netra yang bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. (Y uliono dalam Jurnal

Kepercayaan Masyarakat pada Partai Politik, 2013).

Ada berbagai bentuk pemilihan sebagai proses dan praktek dari konsep
demokrasi. Sistem pemilihan kepala daerah langsung yang digunakan
Indonesia saat ini secarateoritis dapat dikatakan sebagai bagian dari Pemilu.
Pilkada langsung dapat dikatakan sebagai pemilu karena pilkada langsung
merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekruitmen pemimpin di
daerah yang memiliki dua prasyarat dasar, yaitu rakyat secara menyeluruh
memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang didukungnya dan
calon-calon bersaing dalam satu medan permainan dengan aturan main yang

Sama.

D. Kerangka Pikir

Penulis memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Analisis
Motif Koalis Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum Gubernur Lampung
2018” ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek
penelitian dalam penelitian ini adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem),

Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Hati Nuranu Rakyat (Hanura).
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Grand Theory dalam penelitian ini adalah pemikiran Muller dan Storm (1999)
dalam Policy, Office, or Votes? How Political Partiesin Western Europe Make
Hard Decisions, menjelaskan dilema yang berkelanjutan yang dihadapi partai
politik dalam membuat keputusan berkaitan dengan konflik tujuan. Demi
mempertahankan dukungan dalam pemilu, partai mungkin mengorbankan
tujuannya yang lain dalam memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih

jabatan.

Selanjutnya pada middle theory penulis menggunakan dua teori besar dalam
tujuan koalis parta politik dengan pemikiran dua ahli yang berbeda yaitu
Abraham De Swaan (1990) dengan teori koalis politik berlandaskan ideologis
dan pemikiran Kartz dan Mair (1995) tentang pragmatisme dalam koalisi partal

politik. Berikut adalah kerangka pikir penelitian:
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Koalis Partai Politik pada Pilgub Lampung 2018

| |
PKS Partai NasDem Partai Hanura

|
Koalis parta politik akan menimbulkan pilihan bagi partai
politik untuk memilih persamaan antaraideologi atau tujuan

Persamaan ideol ogi Persamaan tujuan
(Kodlisi Ideologis)  }---- motif koalisi-—-{  (Kodisi Pragmatis) |}
I |
a. Memiliki kesamaan a. Semuaparta politik
ideologi. memiliki kepentingan
b. Koalis partai politik yang sama.
sebagai sarana untuk b. Terjadinya peleburan
menjaankan program program-program
ideologi. partai politik.
c. Kebijakan didasarkan c. Parta politik berusaha
padaideologi. mempertahankan
eksistens partai.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Motif Koalisi Partai Politik dalam M enghadapi
Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018

Sumber: Diolah Pendliti 2017



[11. METODE PENELITIAN

A. Tipe Pendlitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui
serangkaian proses yang panjang (Bungin, 2011:75). Penelitian terhadap
analisis motif koalisi partai politik dalam menghadapi pillgub Lampung 2018
menggunakan tipe penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah
penelitian kuaitatif menurut Krik dan Miller pada mulanya bersumber dari
pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif
(Krik dan Miller, 1986:9). Pengamatan kuantitatif melibatkan diri pada angka
atau perhitungan dan kuantitas. Di pihak lain, kualitas menunjuk segi alamiah

yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:5). Penelitian kualitatif
juga didefiniskkan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan
mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data

dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8).
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Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pertama, analisis
sangat membutuhkan informas ataupun masukan yang didapat dari metode
wawancara. Kedua, pengkagian mengenai koalis partai  politik ini
membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak dtatistik atau tidak

diperhitungkan dlaam sistem angka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pertimbangan bahwa dalam metode ini memiliki dasar-dasar filosofis yang
sebagaimana dikemukakan oleh (Arikunto dalam Fuad dan Nugroho, 2014:55):

1. Fenomenologis artinya kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara
menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.

2. Interaks simbolik yang merupakan dasar kagian sosia yang sangat
berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada empat premis
dadam hal ini; dasar manusia bertindak adalah untuk memenunhi
kepentingannya, proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya
merupakan prooduk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut
berinteraks dengan orang lain, manusia bertindak dipengaruhi fenomena

lain yang muncul lebih dulu atau bersamaan dan kebudayaan mempengaruhi
perilaku dan tindakan manusia.

. Fokus Pendlitian

Masalah dalam pendlitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada
dasarnya penentuan masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut
oleh seorang peneliti (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2014:93). Masaah
adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah
adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau
lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan

sendirinya memerlukan suatu jawaban (Lincoln dan Guba, 1985:218).
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Penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan motif koalisi
partai politik yang berasal dari pemikiran Wolfgang Muller dan Kaare Strom
mengenai salah satu hal yang akan dikorbankan sebuah partai politik dalam
berkoalis antara ideologinya atau kepentingannya. Middle theory yang
menjadi fokus penelitian ini penulis pilih dari pemikiran Abraham De Swaan
serta Kartz dan Mair dengan alasan bahwa baik motif ideologis ataupun
pragmatis merupakan dua hal yang sama-sama penting bagi sebuah partai
politik, namun dalam keadaan tertentu salah satu harus dikorbankan, saat akan
berkoalis misalnya. Oleh sebab itu maka fokus penelitian yang pendliti

gunakan adalah sebagai berikut:

1. Motif Koalisi Ideologis (Abraham De Swaan)
Teori ini menekankan koalis yang berorientas pada kebijakan yang
menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalis
(Swaan dalam Ekawati dalam Jurnal Koalisi Partai Islam di Indonesia
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 2015). Motif
koalis ideologis memiliki indikator yaitu; koalisi dengan kesamaan
ideologi, koalis partai politik sebagai sarana untuk menjalankan program
ideologi partai dan dalam koalisi partai politik kebijakan didasarkan pada

ideologi.

2. Motif Koalis Pragmatis (Kartz dan Mair)
Teori ini menekankan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang
sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka (Kartz dan

Mair dalamn Sumadinata dalam Jurnal Dinamika Koalisi Partai-partai
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Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun
2014, 2016). Motif koalisi pragmatis memiliki indikator yaitu; dalam koalisi
semua partai politik memiliki kepentingan yang sama, dalam koalisi partai
politik terjadi peleburan program-program partai dan dalam koalis setiap

partai politik berusaha mempertahankan eksistensi partai.

C. Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih dalam, pendliti harus berpikir untuk
menemukan sumber data atau informan yang tepat (key informan). Selain itu
peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan
verstehen. Dalam perspektif fenomenologis, versthen sangat diperlukan
peneliti didalam kancah penelitian. Versthen adalah cara memahami situasi

yang ditemui dilapangan (Fuad dan Nugroho, 2014.9).

Peneliti memahami sesuatu menurut tafsiran atau interaksi orang-orang.
Pendekatan verstehen pada tahap eksploratif, peneliti harus memiliki
pemahaman yang mendalam untuk mengenal norma-norma dari nilai yang
berlaku bagi kelompok yang diteliti, sehingga pendliti tidak keliru menafsirkan
makna objek yang diteliti (Glaser dan Strauss, 1967:34). Sementara itu,
informan didefinisikan sebagai mereka yang berperan, yang pengetahuannya

luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian (Moleong, 2014: 199).
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Peneliti memfokuskan informan pada elit-elit partai yang berkoalisi satu sama
lain, pengamat politik, wartawan senior, serta staff KPU dan Bawaslu. Berikut

adal ah data informan dalam penelitian ini:

Tabel 7. Data I nforman Dalam Pendlitian

No Nama I nforman Jabatan Dalam Instansi
, . K etua Bidang Pemenangan Pemilu Partai
1 Edwin Hanibal NasDem DPW Lampung
2 Antoni Imam Ketua Mgjelis Pemenangan Pemilu dan Pilkada
PKS DPW Lampung
. Ketua Tim Pilkada Daerah Partai Hanura DPP
3 Umar Ali
Lampung
4 Ari Darmastuti Pengamat Politik Universitas Lampung
5 Y 0so Muliawan Wartawan Politik Tribun Lampung
6 EkaWijaya Wartawan Politik Tegar TV Lampung

Sumber: Diolah Pendliti (2017)

.Jenisdan Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,
dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong,
2014:157). Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang
dapat dijadikan sebagai acuan pendliti untuk melakukan analisis data. Untuk

mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.
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Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

1. Data Primer
Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung
dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan
masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan
wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara

dengan beberapainforman.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informas yang didapat

dari sumber data primer berupa:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parta Nasiond
Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura).

c. Surat Keputusan (SK) Parta NasDem, PKS dan Partai Hanura terkait
koalis menjelang pilgub Lampung 2018.

d. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, maalah, website, dan

sebagainya.



50

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informas yang dibutuhkan
dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam
bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.
Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah
dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh
variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel
yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan

unit analisis sasaran penelitian yang digambarkan dalam gambar berikut:

Satuan Sampsel

> —2>»0

t

Pengamatan

Gambar 2. Proses Pengumpulan Data

Sumber: (Gulo, 2002:111)
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Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan
keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan
tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-
pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi

(Bungin, 2011:100).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara
peneliti dan responden. Komunikas terjadi secara langsung dalam bentuk
tatap muka sehingga gerak dan miimik responden merupakan pola media
yang melengkapi jata-kata secara verbal (Gulo, 2002:119). Wawancara
terbagi menjadi wawancaratidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur

(Halperin dan Heath, 2017:288-289).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara
adalah melalui wawancara peneliti dapat berkomunikasi secara langsung
dengan narasumber melalui tatap muka serta gestur dan mimik tubuh
narasumber dapat terlihat langsung sebagai bentuk pernyataan komunikasi
verbal. Melalui wawancara, data yang didapatkan lebih akurat dan langsung
dari sumbernya. Metode wawancara peneliti aplikasikan yaitu saat peneliti
mel akukan tanya jawab secara langsung dengan informan memakai panduan

wawancara.
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2. Observas
Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematif dan
selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi
menjadi observas partisipan (participant observation), partisipasi non-
partisipan (non-participant observation) dan observasi terhadap objek

(Widi, 2010:237-238).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dikarenakan
peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas kelompok yang
diteliti sebab menyusun strategi dan rencana koalis suatu partai politik
dalam menghadapi pemilihan umum sifatnya rahasia dan tertutup. Teknik
observas digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau
simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus
penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan
tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat
dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil

analisis mendalam.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data
adalah menydidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dapat pada saat
wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena
ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebaga data
tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang

ada.
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3. Dokumentasi
Dokumen dan record dibedakan definisinya oleh (Guba dan Lincoln dalam

Moleong, 2014:216-217) sebagal berikut:

“Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau
lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan
akunting.”

“Dokumen adalah setiap bahan tertu lis ataupun film lain dari record
yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”
Alasan peneliti  menggunakan metode pengumpulan data dengan
dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti
telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa
metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang
berdasarkan jawaban narasumber. Dikumentasi juga menjadi acuan pendliti
untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam jangka
waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu
artikel-artikel yang dibaca peneliti mengenai koalis parta  yang

bersangkutan serta AD/ART dari partai yang bersangkutan.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang
dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut

(Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:



1. Editing
Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan
menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin
validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya.
Daam proses ini, peneiti mengolah data hasil wawancara dengan
disesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan pada fokus pedoman wawancara

dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data
Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melaui
naras maupun tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik
kesimpulan sebagal hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan
peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang
bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbailk sehingga tidak
menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian
dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga

ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

G.Teknik Analisis Data

Andlisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477).
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang
terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi

data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan



55

prosedur reduks data sebagai tahap pemilihan data-data penting, display data
sebagal tahap penygjian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses

tersebut dijabarkan menurut (Milles dkk, 1992:17) yaitu sebagai berikut:

1. Reduks Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformas data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduks data merupakan bentuk
analisis yang mengjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang
tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kessmpulan

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Display (Penyagjian Data)
Catatan-catatan penting dilapangan disgjikan dalam bentuk teks deskriptif
untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan
peneliti pada penygjian data adalah data yang didapat disgjikan dalam
bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun

dalam bentuk padu.

3. Veifikas Data
Data diuji keabsahannya melalui validitas interna yaitu aspek kebenaran,
validitas eksternal yaitu penergpan, reliabilitas yaitu konsistens dan
obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditatrik kesimpulan.
Kesmpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa

yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.
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Kegiatan peneliti daam verifikas data adalah melakukan penggunaan
penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses

display data.

H. Teknik Validasi/K eabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenunhi
beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang

dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

1. Dergjat Kepercayaan (Credibility)
Penetapan dergjat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan
untuk memeriksa dergjat kepercayaan penelitian salah satunya melalui
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding
terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan

teori (Denzin dalam Patton, 2015:331).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
dergjat kepercayaan suatu informan yang diperolen melalui waktu dan alat
yang berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong,
2014:331):

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi.
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan is suatu dokumen yang
berkaitan.

. Keteralihan (Transferability)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga
uraiannya itu dilakukan seteliti  dan secermat  mungkin  yang
menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya
harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut
merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan

segala macam pertanggungjawaban.

. Kebergantungan (Dependality)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika
dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu
kondis yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan
reliabilitasnya tercapai. Semakin tinggi tingkat reliabilitas yang tercapal

maka semakin baik pula penelitian tersebut.

. Kepastian (Confirmability)

Dalam pendlitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,
sehingga pel aksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. K epastian yang
dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil
penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat

subjetif tapi sudah objektif.



V. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sgjak berlakunya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih
secara langsung oleh rakyat melaui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan
pada bulan Juni 2005. Segjak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam
rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Pada
tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan
umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang
ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

(detiknews.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 15:18 WIB).
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B. Sgjarah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Langsung Provins Lampung

1. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2008

Pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah baik provinsi, kota ataupun
kabupaten memiliki otoritas untuk mengatur kewenangan daerahnya
masing-masing. Begitu juga halnya dalam hal memilih kepala daerah, setiap
daerah diberikan kebebasan untuk memilih kepala daerah secara langsung

tanpa diwakilkan lagi oleh DPRD seperti sebelumnya.

Provinsi Lampung, untuk pertama kalinya melakukan Pilgub langsung pada
24 Juli 2008. Pilgub kali itu diikuti oleh tujuh pasang calon gubernur dan
wakil gubernur. Koalis antarpartai juga sudah mulai terlihat. Ada
gabungan-gabungan partai yang mendukung calon tertentu untuk maju
daam pilgub namun ada juga calon yang berasal dari non-partai atau
independen. Pilgub langsung pertama di Provinsi Lampung tahun 2008
dimenangkan oleh Sacheroedin ZP dan M.S Joko Umar Said, berikut

penulis sgjikan gambaran pilgub Lampung tahun 2008 dalam bentuk tabel:
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Tabel 8. Perolehan Suara Pilgub Langsung Provins Lampung Tahun 2008

No

Nama Padlon

Jumlah
Suara
SAH
Padon

Per sentase
Suara
SAH
Padon

Partai Pengusung
Paslon

(1)

)

©)

4)

©)

Zulkifli Anwar dan
Akhmadi Sumaryanto

541.962
Suara

15.49%

Partai Amanat
Nasiona (PAN) dan
Partai Keadilan
Sgahtera (PKYS)

Muhajir Utomo dan
Andi Arief

119.392
Suara

3.41%

Independen

M. Alzier Dianis
Thabranie dan
Bambang Sudibyo

729.434
Suara

20.62%

Partai Golkar, Partai
Persatuan
Pembangunan (PPP)
dan Partai

K ebangkitan Bangsa
(PKB)

Oemarsono dan thomas
Azis Riska

181.005
Suara

5.17%

Partai Karya Peduli
Bangsa (PKPB),
Partali Persatuan
Demokrasi

K ebangsaan (PPDK),
Partai Nasional
Indonesia (PNI)
Marhaenisme. Partai
Bulan Bintang (PBB),
Partali Persatuan
Nahdatul Ummah
Indonesia (PPNUI),
Partai Pelopor, Partai
Nasional Benteng
Kerakyatan (PNBK),
Partai Penegak
Demokrasi Indonesia
(PPDI) dan Partai
Damai Sejahtera
(PDS)

Andy Achmad
Sampurna Jaya dan
H.M Suparjo

342.300
Suara

9.78%

Partai Demokrat dan
Partai Bintang
Reformasi (PBR)
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(1) ) ©) 4) ©)

PDI Perjuangan,
Partai Solidaritas
Indonesia (PSl), Partai

Keadilan dan
Persatuan Indonesia
6. | Sacheroedin Z.P dan 1.513.000 43.27% (PKPI). Partai Buruh
M.S Joko Umar Said suara ' Sosial Demokrat
(PBSD), Partai

Persatuan Daerah
(PPD). Partai Patriot
dan Partal Indonesia
Baru (PIB)

7. | Sofjan Jacoeb dan

0
Bambang Waluyo 78.636 2.25% Independen

Sumber: KPUD Provinsi Lampung Tahun 2008

2. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2014

Pemilihan umum Gubernur Lampung tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal
9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan umum
legidlatif Indonesia tahun 2014 (okezone.com diakses pada 4 Januari 2018
pukul 16: 52 WIB). Sebelumnya, pilgub Lampung direncanakan akan
diselenggarakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih lima kandidat calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provins Lampung tahun 2014-2019

(kompas.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 16:55 WIB).

Pelaksanaan pilgub Lampung pada tahun 2014 sempat mengalami
penundaan beberapa kali. Terkait dengan habisnya masa jabatan
Sjacheroedin ZP pada 2 Juni 2014 dan juga akan digelarnya pemilihan
umum legidlatif pada April 2014, agar tidak mengganggu tahapan pemilu

legidatif maka sedianya Pilgub diselenggarakan pada tahun 2013 namun
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APBD Lampung untuk pilgub Lampung belum tersedia maka sulit jika

dilaksanakan pada tahun 2013.

Awalnya pilgub Lampung direncanakan akan diselenggarakan pada 28
Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013, namun setelah
dilakukan rapat tertutup antara pemerintah pusat dengan pemerintah
provinsi Lampung, akhirnya pilgub ditunda hingga tahun 2014. Kemudian
KPUD Lampung menetapkan penyelenggaraan pemilu pada 27 Februari
2014. Rencana pilgub pada 27 Februari 2017 kembali gagal dan akhirnya
disepakati pilgub digelar 9 april berbarengan dengan pemilu legidatif 2014
(republika.co.id diakses pada 4 Januari 2018 pukul 17:11 WIB). Pilgub
lampung 2014 dimenangkan oleh pasangan Ridho-Bachtiar, berikut penulis

sgjikan gambaran hasil pilgub Lampung 2014 dalam bentuk tabel:
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Tabel 9. Perolehan Suara Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2014

No

Nama Padlon

Jumlah
Suara
SAH
Padon

Persentase
Suara
SAH
Padon

Partai Pengusung
Paslon

Berlian Tihang dan
Mukhlis Basri

606.566
suara

14.81%

Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(PDIP), Partai
Kebangkitan Bangsa
(PKB), Partai
Persatuan
Pembangunan (PPP),
Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia
(PKPI) dan 4 parpol
non parlemen

Ridho Ficardo dan
Bachtiar Basri

1.816.533
suara

44.96%

Partai Demokrat, Partai
Keadilan Sejahtera
(PKS), Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai
Karya Peduli Bangsa
(PKPB), Partai
Demokrasi

K ebangsaan (PDK),
Partai Kebangkitan
Nasional Ulama
(PKNU) dan 10 parpol
non parlemen

Herman HN dan
Zainudi Hasan

1.342.763
suara

33.12%

Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai
Gerindra, Parta
Bintang Reformasi
(PBR) dan 18 parpoal
non parlemen

Alzier Dianis
Thabranie dan Lukman
Hakim

288.272
suara

7.11%

Partai Golkar dan
Partai Hati nurani
Rakyat (Hanura)

Sumber: KPUD Provinsi Lampung Tahun 2014




3. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2018

Pesta demokrasi di Provinsi Lampung sebentar lagi akan tiba. Pemilihan
gubernur atau yang akrab disapa pilgub rencananya akan direalisasikan pada
27 Juni 2018 mendatang. Seperti yang banyak pengamat politik katakan,
tahun 2018 adalah tahun demokrasi karena pilkada serentak kembali terjadi
di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Menjelang pilgub Lampung 2018,
kabar demi kabar kembali mecuat, dinamika politik di Provinsi Sang Bumi
Ruwa Jurai semakin terlihat dan tepat pada 8 Januari 2018 pendaftaran
resmi bakal calon Gubernur Lampung dan baka calon Wakil Gubernur

Lampung dibuka oleh KPU.

Terdapat empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan
memperbutkan “BE 1 dan BE 2” di Provinsi Lampung. Uniknya lagi, pada
pilgub kali ini, tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang
independen, semuanya didukung oleh partai politik dan koalis partai
politik. Calon gubernur pertahana atau yang lebih kita kenal dengan M.
Ridho Ficardo yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Lampung
kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung untuk periode

selanjutnya.

Selanjutnya ada Herman HN yang juga saat ini sedang menjabat sebagal
Wali Kota Bandar Lampung kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur
Lampung setelah pada pilgub lalu Herman HN mengalami kekalahan. Ada
pula Arinal yang datang dari kalangan politisi khusunya elite Partai Golkar.

Terakhir, ada Mustafa yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Bupati
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Lampung Tengah juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung.

Koalis partai politik pendukung Mustafa yang penulis jadikan objek

penelitian kali ini. Berikut adalah empat pasang calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Lampung periode 2019-2024:

Tabel 10. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019-2024

Nama Calon
Gubernur Jabatan yang Sedang/Pernah Partai :
dan Wakil | Diduduki Calon Gubernur dan | Politik | Somian Kurs
Gubernur Wakil Gubernur Lampung Pengusung
Lampung
Mustafa Bupati Lampung Tengah, Ketua NasDem,
NasDem DPW Lampung PKS, 18 kursi
Ahmad Jgjuli Anggota DPD RI, kader PKS Hanura
Herman HN Wali Kota Bandar Lampung,
keder PDIP PDIP 17 kursi
Mantan Sekretaris Daerah
Sutono
Lampung
M. Ridho Gubernur Lampung, Ketua
Ficardo Demokrat DPD Lampung Demokrat, :
Bachtiar PPP, 25 kursi
Bagi Wakil Gubernur Lampung Gerindra
Arinal Mantan Sekretaris Daerah
Diunaidi Lampung, Ketua Golkar DPD Golkar,
) Lampung PKB dan 25 kursi
Chusnunia : . PAN
Chalim Bupati Lampung Timur

Sumber: terad ampung.com dikutip pada 20 Februari 2018 pukul 10:14 WIB

C. Partai NasDem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Pancasila
yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26
Juli 2011 (AD/ART Partai NasDem Pasal 1). Partai ini didukung oleh Surya
Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasiona

Demokrat (inilah.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:15 WIB).
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Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem
didaftarkan ke Kemeterian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan
Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan
misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu

menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan
verifikas administras dan faktual, dan menjadikan Parta NasDem sebagai
satu-satunya partai baru yang lolos sebaga peserta Pemilu 2014
(detikNews.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:20 WIB). Partai
NasDem memakai konsep Restorasi Indonesia sebagal salah satu kegiatan

andalannya.

1. Visi Partai NasDem

Memantapkan eksistensi negara, memperkuat persatuan bangsa dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (AD/ART Partai

NasDem Pasal 4).

2. Mis

a. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata
ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara
membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model
pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta
melakukan perubahan menuju efisienss sistem pemilihan  umum.
Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan
masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitus
UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
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Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi
maka tercipta partisipas dan akses masyarakat dalam kehidupan
ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan
merata yang akan berujung pada kesegjahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam
mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem
pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh
pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia (AD/ART Partai NasDem
Pasal 5).

3. Tujuan Partai NasDem

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis,

berkeadilan dan berkedaulatan (AD Partai NasDem pasal 8).

4. Fungsi Partai NasDem

Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

a

o

Q@0

Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis,
partisipatif dan beradab.

Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.

Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial
budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal lka (AD
Partai NasDem pasal 9).
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Tabd 11. Struktur Pengurus Partai NasDem DPW Lampung

Dewan Pimpinan
Wilayah

BldaFr)lgr/ItDal(_ewan Jabatan Dalam Partai Nama K ader Partai
Ketua Dr. Ir. Mustafa
Sekretaris H.Fauzan Sibron, S.E, Akt.
Bendahara Tampan Sujarwadi
Dewan P_ertl mbangan Ketua H. Zamzani Yasin
Wilayah
Dewan Pakar Wilayah Ketua Dr. H. Aguslstiglal, M.H.
Weakil Ketua Bid. H. Edwin Hanibal, SH.,
Pemilihan Umum M.H.
Or \évn?gglsiKEt::nBlg:[aan Dr. H. Yunia Putra
9 » 1eangg Tubarad, SE., M.Si.
dan Kaderisas

Wakil Ketua Bid. Media

H. Mahrizal Sinaga, S.E.,

dan Komunikasi Politik M.M.
Wakil Ketua Bid. .
Pendidikan Politik dan Budi Y,‘\Jﬂh";‘(“ga" SH.,
K ebudayaan T

Wakil Ketua Bid. Politik
dan Pemerintahan

Drs. H. Musiran

Weakil Ketua Bid.
Pertanian dan Maritim

J.B. Geovanni

Weakil Ketua Bid. Hukum,
Advokas dan HAM

Wahrul Fauzi Silalahi, S,H.

Wakil Ketua Bid. Otonomi
Daerah

Hj. Sahanah, SE., M.M.

Wakil Ketua Bid.
Pengabdian dan
Pemberdayaan Masyarakat

Heru Listianto, S.Pd.

Wakil Ketua Bid.Energi,
SDA dan Lk Hidup

Ir. Ichwanto M. Nuch

Wakil KetuaBid. Agama
dan Masyarakat Adat

Iskandar Zulkarnaen, BA

Wakil Ketua Bid.
Hubungan Antar Daerah

Arief Titita Hatang, BIB

Weakil Ketua Bid.Ekonomi Hj. Sahyana, S.E.
Wakil Ketua
Bid.K esehatan, Perempuan Vony Reyneta
Doloksaribu, S.H.
dan Anak

Wakil Ketua Bid.Industri
dan Tenaga Kerja

Hj. Misgustini, S.H.

Wakil Ketua Bid. Pemuda,
M ahasiswa dan Olahraga

H. Mofgje Carafeboka

Sumber: SK No. 561-SK/DPP-NasDem/X/2016 tentang susunan pengurus Partai
NasDem Lampung




69

D. Partai Keadilan Sgjahtera (PKYS)

PKS merupakan partai yang berdiri pada masa pasca Orde Baru, dideklarasikan
pada April 2003 sebagai keberlanjutkan dari Partai Keadilan (PK) yang pada
pemilu 1999 tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih. Partai ini
didirikan oleh orang-orang dengan latar belakang aktivis keagamaan berbasis
kampus, terutama sekali di kampus-kampus sekuler. Basis pendukung PKS
adalah pembilahan sosial dengan karakteristik kelas menengah atas, kaum

terdidik dan Islam (Pamungkas, 2011: 137).

PKS merupakan partai dengan basis ideologi Islan modernis dan dengan
pengorganisasian partai yang solid. Pemikiran pemikiran Ikhwanul Muslimin
sangat mewarnai partai (Ranhony, 2006: 55). Dalam debat-debat regulasi partai
ini banyak mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik  Islam.
Meskipun demikian, partai ini relatif inklusif dalam membangun kerjasama

dengan partai lain seperti terlihat dalam koalisi pilkada dan program partai

1. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Vis Partai adalah menjadi partai pelopor daam mewujudkan cita-cita
nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (AD/ART

Partai Keadilan Sgjahtera Pasal 5).
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2. Misi Partai Keadilan Sgjahtera (PKS)

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat
madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhoi Allah subhanahu
wa ta'da, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART

Partai Keadilan Sgjahtera Pasal 6).

3. Tujuan Partai Keadilan Sgjahtera (PKS)

Tujuan Partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik
setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Indonesia (AD/ART Partai Keadilan Sgjahtera Pasal 7).

4. Fungs Partai Keadilan Sgjahtera (PKS)

Partai berfungsi sebagai:

a. Wahana untuk bekerja dalam menyel enggarakan pendidikan politik;

b. memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan
negara; serta

c. memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART Partai

Keadilan Segjahtera Pasal 8).
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5. Sktruktur Penguru Partai Keadilan Sgjahtera (PKS) DPW Lampung

Tabel 12. Sktruktur Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW

Lampung

MajeligDewan
Partai

Jabatan Dalam Partai

Nama K ader Partai

Ketua Umum

H. Ahmad Mufti Salim, LC.,

M.A.

Dewan Pengurus
Wilayah

Wakil Ketua Umum

Ir. H. Akhmadi Sumaryanto

Sekretaris Umum

H. Ade Utami Ibnu, S.E.

Bendahara Umum

H. Yusuf Efendi, S.E.

Bidang Kaderisasi

H. Agus Kurniawan, S.T.

Bidang Pemberdayaan
SDM dan Lembaga
Profesi

H. Marsudianto, S.Pd., M.S.

Bidang Kepemudaan M. Suhada, S.S
Bidang Seni dan Budaya Cucu Mulyono
Bidang Olahraga Matrono

Bidang Perempuan dan
Ketahanan Keluarga

Tri Sakti Wijayana, S.Pd

Bidang Pemenangan
Pemilu dan Pilkada

H. Antoni Imam, S.E.

Bidang Hubungan
M asyarakat

LindaWuni, ST.P

Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan

H. Mardani Umar, S.H.,
M.H.

Bidang Ekonomi,
Keuangan, Industri,
Teknologi dan
Lingkungan Hidup

Grafieldy Mamesah, S.Si.

Bidang Pembangunan :
K eumatan dan Dakwah Yulianto, S.E.
Bidang K esgjahteraan H. Nandang Hendrawan,
Rakyat SE.
Bidang Pemberdayaan
Jaringan Usaha dan H. Yusnadi, S.T.
Ekonomi Kader
Bidang PekerjaPetani dan | by i A riansyah, ST.P.
Nelayan
Majelis Pertimbangan Ketua MPW Ir. H. Hantoni Hasan, M.S.
Wilayah Sekretaris MPW H. Johan Sulaiman, MM.
Dewan Syariah KetuaDSW H. Komirudin Imron, LC
Wilayah Sekretaris DSW H. Hilmudin Sulani, LC

Sumber: SK Nomor 424/SKEP/DPP-PKS/1437 tentang Struktur Kepengurusan
Magelis Pertimbangan Wilyah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan
Pengurus Wilayah Partai Keadilan Segjahteran Provinsi Lampung Periode
2015-2020
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E. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Awal berdirinya partai ini tak lepas dari gagasan Jendral Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lain. Gagasan ini
kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jakarta pada
tangga 13-14 November 2006. Dalam pertemuan ini dihasilkan 8 kesepakatan
yang menjadi tonggak berdirinya partai. Dalam 8 kesepakatan tersebut dibahas
mengenai berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada
pendeklarasian tanggal 21 Desember 2006 kesepakatan tersebut ditindaklanjuti
dalam partai politik yang kemudian diberi nama Partai Hati Nurani Rakyat
atau biasa disingkat menjadi Partai Hanura (profil.merdeka.com diakses pada

11 November 2017 pukul 15:25 WIB).

Partai Hanura dengan ideologi pancasila (AD/ART Parta Hanura pasal 11)
mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni Kemandirian Bangsa dan
Kesgahteraan Rakyat (wikipedia). Dalam vis tersebut secara garis besar
menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri lagi dengan
banyaknya campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kehidupan
bangsa sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali
demi menciptakan sebuah bangsa yang mandiri serta selalu menanamkan dan
mewujudkan kesgjahteraan bagi rakyat Indonesia. Partai Hanura terus
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar partai yang antara meliputi ketagwa-an,

kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.
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1. Vis Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur

(AD/ART Partai Hanura pasal 16).

2. Mis Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui penyelegaran
negara yang demokratis, transparan dan akuntabel denga senantiasa
berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

b. Meahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan
berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa
mengedepankan hati nurani.

c. Menegakan hak dan kewagjiban asasi manusia dan supremasi hukum yang
sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi
kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

d. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cedas,
terampil dan berwawasan nasional.

e. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum
perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam
pembangunan bangsa.

f. Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan
lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna
dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja
yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
rakyat/

g. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.

h. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan
pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART Partai Hanura Pasal 17).

3. Tujuan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

a. Tujuan Umum Partai adalah:
Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.



74

Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasiladengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Mewujudkan kesegjahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Tu1 uan Khusus Partai adalah:
Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
Memperjuangkan cita-cita partai polittk daam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Tujuan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diwujudkan secara konstitusional (AD/ART Parta Hanura pasa 18).

4. Fungs Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai berfungsi sebagai:

a. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar
menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak
dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

b. Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan
kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesej ahteraan masyarakat.

c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat
secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan negara.

d. Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat.

e. Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan
politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender (AD/ART Partai Hanura pasal 19).
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5. Struktur Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPD Lampung

Tabel 13. Struktur Kepengurusan Partai

Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPD

Lampung
Bidang/ Dewan Jabatan D'alam Nama K ader Partai
Partai Partai
dr. H. Sri Widodo, M .Kes., Sp.PD.,
Ketua FINASIM
Wakil Ketua Ir. Hj. Nurhasanah, M.M.
Wakil Ketua Sukoyo, S.E.
Wakil Ketua AnggaJevi Surya, SE., SH.
Wakil Ketua Drs. Musa Ahmad
Wakil Ketua Dra, Nurma Satir
Wakil Ketua Y usmanto Usman
Wakil Ketua Drs. Miswan Gumanti, MBA
Wakil Ketua Chospan, S.Pd., M.M.
Weakil Ketua Gonio Satyalkromi, S.H., M.H.
Dewan Pimpinan Wakil Ketua H.Teddy Hartadi, S.E.
Daerah
Wakil Ketua H.Agus Saim, ZA, SE.
Wakil Ketua Hj. Nun Aini Ryamor Ryacudu
Wakil Ketua Ferry Susanto, S.E.
Wakil Ketua Abunikman, S.H.
Wakil Ketua Robin HB
Wakil Ketua HM. Igbal, S.T.
Wakil Ketua Ir. Hi. Dwi Pasha Cdfat
Wakil Ketua Sukma Mulyana, S.T., M.M.
Wakil Ketua Ir. H. Amiruddin Umar, S.H.
Wakil Ketua Zulkarnain
Dewan Penasihat Ketua H. Suprayitno
Daerah Sekretaris Drs. Nurul Sofyan
K Dr. H. Abdurrachman Sarbini, S.H.,
Dewan Pakar etua M.H.
Daerah
Sekretaris Hj. Gusnaini Jaya Putri, S.E.

Sumber: SK No

SKEP/027/DPP-HANURA/V /2017

tentang Reposis

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat
Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2020




76

F. Analisisldeologi Partai Pendukung dan Partai Pengusung Mustafa —
Ahmad Jazuli

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan, terlihat bahwa dalam hal
koalis antara partai pendukung dan partai pengusung pasangan calon gubenrur
dan wakil gubernur Mustafa dan Ahmad Jajuli memiliki dua ideologi berbeda.
PK'S berlandaskan ideologi 1slam sedangkan Partai NasDem dan Partai Hanura
berlandaskan ideologi Pancasila. Pada konteks ini, partai politik mungkin bisa
mengambil keuntungan dari adanya era orde baru yang menjadikan Pancasila

sebagai azas tunggal.

Pancasila dijadikan Soekarno pada tahun 1945 sebagai sebuah formula untuk
memersatukan bangsa yang terpecah menjadi tiga entitas besar, yakni
nasionalis, Islamis dan sosialis-komunis. Sedangkan oleh Soeharto, Pancasila
diinvestasikan sebagai ‘status yang hampir keramat’ sebagai ideologi pada era
Orde Baru yang kemudian berakhir pada tahun 1998 dan digantikan dengan era

reformas (Bourchier dan Hadiz, 2013: 14).

Azas tunggal yang digemakan era Soeharto kemudian menjadi sebuah warisan
dari meleburnya tiga kelompok ideologi pada masa kemerdekaan, yakni
Nasiondlis, Islamis dan Sosiaisme ke daam satu ideologi yakni Pancasila.
Pancasila sebagai hal yang akhirnya menjadikan banyak organisasi termasuk
partai politik yang menjadikan Pancasila sebagal ideologi atau azas yang

dianut.
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Begitu halnya dengan organisasi 1slam, termasuk dengan Partai I1slam. Era orde
baru telah merubah *God-given’ Islamis principles menjadi Islamic principles
to the *‘man-made’ Pancasila yang berlanjut hingga hari ini. Pada masa itu,
tindakan ini mendapat protes keras dari kelompok Islam di akhir tahun 1970an
dan awal tahun 1980an, mereka kecewa ketika mengetahui pemerintah
melakukan kampanye besar untuk mengindoktrinasi masyarakat Indonesia

dengan ideologi negara Pancasila (Bourchier dan Hadiz, 2013: 14).

Setelah melakukan wawancara dengan tiga partai politik yang menjadi objek
penelitian penulis, dapat penulis analisis bahwa warisan ideologi Pancasila
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi senjata dan alat untuk
memudahkan partai politik untuk berbaur dan menasionalisasikan dirinya
dengan tujuan untuk memudahkan posisinya agar mendapat suara yang banyak
dari berbaga kalangan. Terbukti bahwa ketiga partai sifatnya terbuka bagi
setigp orang atau lembaga termasuk partai politik lain yang ingin bergabung
ataupun bekerja sama selagi tujuannya secara nasional adalah untuk

membangun Indonesia.

Berbicara mengenal nasionalisme, sebaga suatu gerakan ideologis untuk
mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi suatu
populasi, yang sgumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa
uang aktual atau bangsa yang potensial (Smith, 1998: 9). Jadi, dalam konteks
kodlisi partal, ideologi Nasionalisme partai ini kerap kali menjadi alasan partai
untuk melakukan koalis tanpa mengedepankan ideologi dengan asumsi

sentimen nasionalisme, dan disertai keuntungan politis dan finansial.



VI.SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan motif
koalis partai politik menjelang pilgub Lampung 2018 khusunya Partai
NasDem, PKS dan Hanura adal ah sebagai berikut:
1. Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura menjelang pilgub Lampung 2018
melakukan koalisi dengan motif pragmatis sebab:

a. Motif ideologi: koalis antara NasDem, PKS dan Hanura berkoalisi
bukan berdasarkan kesamaan indeologi, koalis antara NasDem, PKS
dan Hanura bukan sebagai ajang untuk menyalurkan program ideologi
dan kebijakan dalam koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura tidak
berdasarkan ideologi.

b. Motif pragmatis. dalam koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura ada
kepentingan partai politik yang sama, terjadi peleburan program
dalam koalis antara NasDem, PKS dan Hanura dan dalam koalisi
antara NasDem, PKS dan Hanura tiap-tiap partai berusaha

meningkatkan eksistensinya.
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2. Bentuk paragmatisme dalam koalisi antara Partai NasDem, PKS dan
Hanura yaitu; Partai NasDem menempatkan wakil terbaiknya sebagai
calon Gubernur Lampung, PKS menempatkan wakil terbaiknya sebagai
calon Wakil Gubernur Lampung, dan Parta Hanura mendapat porsi
tersendiri dalam perumusan program-program partai dan juga
mendapatkan ruang untuk tetap berkampanye memajukan nama partai
menjelang pemilu 2019 mendatang.

3. Baik antara Partai NasDem, PKS ataupun Partai Hanura masih memiliki
keinginan untuk berkoalis dengan parta politik berideologi sgenis
namun ha itu terkendala beberapa ha seperti; belum terpenuhinya
jumlah kursi legidatif sesuai yang digukan undang-undang sebagai
syarat partai politik mengirimkan wakil terbaiknya dalam pilkada, tidak
adanya calon kepala daerah yang mumpuni dari tiap partai atau adanya
benturan kepentingan antara masing-masing calon kepala daerah dari tiap

partai, dan peluang kemenangan masih sangat kecil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka peneliti menghasilkan

sejumlah saran yaitu:

1. Koalis yang terjadi secara pragmatis berdasarkan tujuan memang sudah
umum terjadi dan itu tidak disalahkan. Saran dari pendliti disini adalah
dengan koalis yang sifatnya pragmatis, tiap-tiap partai politik harus tetap

memegang nilai ideologinya masing-masing dan tetap memasukkan unsur-
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unsur ideologinya dalam sebuah hasil koalisi, sebab salah satu ciri khas

parta yang membedakannya dengan partai lain adalah ideologinya.

Selain itu pelembagaan dalam partai politik di tingkat lokal juga perlu
ditingkatkan agar masing-masing partai mampu menekankan garis
ideologinya masing-masing dan tidak pudar termakan waktu sebab
pelembagan partai di tingkat lokal berimbas terhadap cara partai melakukan

koalisi dalam hal pemenangan pilkada.

. Kepentingan yang sama dalam rangka pemilu ataupun pilkada memang
tidak menutup kemungkinan sebuah partai politik untuk berkoalis dalam
hal pemenuhan syarat sesuai undang-undang, menghasilkan calon kepala
daerah yang berkualitas tanpa terjadi benturan kepentingan didalamnya

maupun dalam hal membangun kekuatan partai.

Saran dari penditi disini adalah partai politik dalam berkoalisi meskipun
sifatnya pragmatis diharapkan tidak mendominas satu sama lain untuk
mencegah terjadinya konflik antar partai. Meskipun peta pragmatisme
menunjukkan perbedaan besar dan kecil porsi pragmatis yang didapat oleh
masing-masing partai politik, tapi bagi partai politik yang terlibat dalam

sebuah koalisi seluruhnya mempunyai sifat membutuhkan dan dibutuhkan.
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